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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili  perkara perdata agama pada tingkat pertama

dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak

yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir di Ampenan, 31 Desember 1991 (umur 32

tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx, bertempat

tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxx

xxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kota Mataram, NIK :

5271043112910052. selanjutnya disebut sebagai  Pemohon;

  Lawan

TERMOHON, tempat  dan tanggal  lahir  di  di  Dasan Tebu,  23  September  1996

(umur  27 tahun),  agama Islam, pendidikan SD,  pekerjaan xxx xxxxx

xxxxxx,  bertempat  tinggal  di  KOTA  MATARAM,  NIK  :

5201026309850001, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat  permohonannya tertanggal 19

Januari  2024 yang terdaftar di  Kepaniteraan  Pengadilan Agama Mataram pada

tanggal  22 Januari  2024 dengan register perkara Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Mtr,

telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil

sebagai berikut :
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1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2015, Pemohon dengan

Termohon  melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Sekarbela,  xxxx  xxxxxxx

sebagaimana  tercatat  dalam  buku Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :

0194/032/IX/2015, tertanggal 30 September 2015;

2. Bahwa  setelah  nikah  antara  Pemohon  dengan  Termohon  tinggal  di

rumah orangtua Pemohon di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

Kecamatan Sekarbela, xxxx xxxxxxx, selama kurang lebih 5,5 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon  dengan Termohon  telah

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri  dan telah dikaruniai  1 orang

anak bernama:  Syubban Arjuwan, laki-laki,  5271042108160001, TK, umur 7

tahun (Mataram, 21 Agustus 2016), diasuh oleh Pemohon;

4. Bahwa pada bulan  Agustus 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon

dengan Termohon mulai  tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara

Pemohon  dengan Termohon  yang terus menerus dalam rumah tangga yang

sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena :

a. Termohon sering berkata kasar;

b. Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon;

c. Termohon tidak menghargai Pemohon;

5. Bahwa  pada bulan Januari  2021 antara Pemohon dengan Termohon

terjadi  perselisihan  kembali  sampai  akhirnya  Pemohon mentalak  Termohon

yang  mengakibatkan  Pemohon  mengantar  Termohon  pulang  ke  rumah

orangtua Termohon sendiri,  dan saat ini Termohon telah menikah dengan laki-

laki lain;

6. Bahwa  dengan  kejadian  tersebut  rumah  tangga  Pemohon  dengan

Termohon  sudah  tidak  lagi  dapat  dibina  dengan  baik  sehingga  tujuan

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah sudah sulit  dipertahankan lagi  dan karenanya agar  masing-masing

pihak  tidak  lebih  jauh  melanggar  norma  hukum  dan  norma  agama  maka
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perceraian  merupakan  jalan  terakhir  bagi  Pemohon  untuk  menyelesaikan

permasalahan antara Pemohon dengan Termohon; 

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;

Berdasarkan  alasan-alasan/dalil-dalil  di  atas,  Pemohon  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama  Mataram  untuk  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Muhammad Hapipi alias Muhamad

Hapipi  bin  Sa’at) untuk  mengucapkan  ikrar  talaq  terhadap  Termohon

(TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram; 

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

       Bahwa pada  hari  sidang yang telah  ditetapkan Pemohon telah  datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke

muka  sidang  dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasa  hukumnya  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  yang

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu

disebabkan suatu halangan yang sah;

       Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak

bercerai  dengan  Termohon,  tetapi  Pemohon tetap  pada  permohonannya  untuk

bercerai dengan Termohon;

       Bahwa perkara ini  tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak  datang

menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  selanjutnya

pemeriksaan  dimulai  dengan  membacakan  surat  permohonan  Pemohon  yang

maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

       Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon  mengajukan

alat bukti berupa
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0 Surat 

1. Foto  copi  Kartu  Tanda  Penduduk  an.Muhammad  Hapipi

(Pemohon)  nomor   5271043112910052,tanggal  01-03-20216  yang

dikeluarkan  oleh  Dukcapil  xxxx  xxxxxxx  bukti  surat  tersebut  telah

dicocokan  dengan aslinya ternyata sesuai  sesuai  aslinya dan telah

dinasegelen lalu oleh Ketua Majelis  diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi   Kutipan  Akta  Nikah  Nomor   0194/032/IX/2015,

tanggal  30 September 2015,  yang dikeluarkan oleh   Kantor  Urusan

Agama Kecamtan  Sekarbela,xxxx xxxxxxx, Bukti surat tersebut telah

dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai aslinya  dan  telah

dinazegelen,lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P2)

B. Saksi-saksi

1. Sa’at bin Sahdan, tempat dan tanggal lahir di Karang Pule (umur  60

tahun,  agama  islam, pekerjaan   wiraswasta,  alamat  di  xxxxx  xxxxxx

xxxxxxxxx,xxxxxxxxxx  xxxxxx  xxxx,xxxxxxxxx  xxxxxx  xxxx, Kecamatan

Sekarbela,  Kota Mataram,  Dibawah  sumpah  memberikan  keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa  saksi  mengenal  Pemohon  dan  Termohon  karena  saksi  ayah

Pemohon; 

-  Hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai  suami isteri  yang

menikah sah pada tahun 2015;

- Bahwa Pemohon dan Termohon  bertempat tinggal bersama di  rumah

saksi  di Lingkungan   Karang Pule,Kelurahan  Karang Pule, Kecamatan

Sekarbela, Kota  Mataram selama  5  tahun lebih;

- Bahwa  selama  menikah  antara  Pemohon  dan  Termohon sudah

mempunyai    1  orang  ana  bernama  Syubban  Arjuwan  laki-laki  dan

sekarang diasuh oleh Pemohon;

- Bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  awalnya  rukun  dan

harmonis,  tetapi  sekarang  tidak  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi

pertengkaran terus menerus dan telah berpisah tempat  tinggal  sejak
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awal  tahun  2021;  selama  pisah  tempat  tinggal  saksi  tidak  pernah

melihat  Pemohon  pergi  menjenguk  Termohon  juga  selama  pisah

tersebut sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

- Bahwa  saksi  pernah  melihat  Pemohon  dan  Termohon

bertengkar  dan  pemicu  terjadinya  pertengkaran  karena  Termohon

Termohon  sering  berkata  kasar  dan  Termohon  jarang  mau

mendengarkan nasehat     Pemohon; 

- Bahwa saksi   sudah  mendamaikan  Pemohon dan  Termohon  namun

tidak berhasil;

2.  Junaidi  bin Sa’at,  tempat tanggal  lahir  di  Karang Pule,tanggal   06 Mei

2004 (umur  20 tahun ),  agama islam,pekerjaan  wiraswasta alamat di

,xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Sekarbela,

Kota Mataram,  Dibawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada

pokoknya sebagai berikut :

-  Bahwa saksi  mengenal  Pemohon dan Termohon karena saksi  adalah

saudara kamndung; 

-  Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri

yang menikah sah pada tahun 2015;

- Bahwa Pemohon dan Termohon  bertempat tinggal bersama di  rumah

saksi  di Lingkungan   Karang Pule,Kelurahan  Karang Pule, Kecamatan

Sekarbela, Kota  Mataram selama  5  tahun lebih;

- Bahwa  selama  menikah  antara  Pemohon  dan  Termohon sudah

mempunyai    1  orang  ana  bernama  Syubban  Arjuwan  laki-laki  dan

sekarang diasuh oleh Pemohon;

- Bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  awalnya  rukun  dan

harmonis,  tetapi  sekarang  tidak  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi

pertengkaran terus menerus dan telah berpisah tempat  tinggal  sejak

awal  tahun  2021;  selama  pisah  tempat  tinggal  saksi  tidak  pernah

melihat  Pemohon  pergi  menjenguk  Termohon  juga  selama  pisah

tersebut sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
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- Bahwa  saksi  pernah  melihat  Pemohon  dan  Termohon

bertengkar  dan  pemicu  terjadinya  pertengkaran  karena  Termohon

Termohon  sering  berkata  kasar  dan  Termohon  jarang  mau

mendengarkan nasehat     Pemohon; 

- Bahwa saksi   sudah  mendamaikan  Pemohon dan  Termohon  namun

tidak berhasil;

         Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan

dengan  menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara

sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang  bahwa  permohonan  Pemohon  bermaksud  dan  bertujuan

sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi

dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan juga tidak ternyata bahwa

tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan

tetapi  tidak  datang  menghadap  harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan  permohonan

tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang

berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

        Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai  terhadap

Termohon  dengan  alasan  yang  pada  pokoknya  menyatakan  rumah  tangganya

telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang berujung

perpisahan tempat tinggal sejak Januari  2021 hingga sekarang;

Menimbang bahwa Termohon tidak  datang dan tidak  pula  mengirimkan

jawaban atau bantahan terhadap permohonan Pemohon sehingga harus dianggap
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mengakui  dalil-dalil  Pemohon  setidak-tidaknya  tidak  akan  membela

kepentingannya di pengadilan;

Analisis Pembuktian 

        Menimbang,bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo Pasal 1685 KUH Perdata

Pemohon berkewajiban membuktiikan hal tersebut diatas;

Menimbang  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  permohonannya

Pemohon  telah mengajukan alat bukti surat ( P.1 dan P.2)  serta  dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang

merupakan bukti autentik , telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi

bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut

telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870

KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi

Pengadilan Agama Mataram;

       Menimbang bahwa bukti  P.2  berupa fotokopi  Kutipan Akta  Nikah yang

merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi

bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai  pernikahan  Pemohon   dan  Termohon,

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat  sesuai Pasal 285

R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan

Tergugat adalah suami istri  yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga

keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai

pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi I Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah,

serta memiliki hubungan yang dekat dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat

formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22

ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang  bahwa  keterangan  saksi  I  Pemohon  yang  pada  pokoknya

menyatakan pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar juga melihat
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dan mengetahui sendiri bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah

tempat tinggal sejak Januari  2021 dan  sekarang Pemohon tinggal di Jalan Sultan

Kaharudin,  xxxxxxxxxx  xxxxxx  xxxx,  xxxxxx  xxx  xxx,  xxxxxxxxx  xxxxxx  xxxx,

xxxxxxxxx  xxxxxxxxx,  xxxx  xxxxxxx sedangkan  Termohon  pergi  meninggalkan

Pemohon dan tinggal di KOTA MATARAM sebagaimana alamat diatas dan selama

berpisah tempat tinggal, keduanya tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang bahwa saksi II Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah,

serta memiliki hubungan yang dekat dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat

formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22

ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang  bahwa keterangan  saksi  II  Pemohon yang  pada  pokoknya

menyatakan pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan   mengetahui

Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Januari 2021 dan sampai sekarang;

Menimbang bahwa fakta perpisahan tempat tinggal antara Pemohon  dan

Termohon yang telah berlangsung sejak Januari   2021 menjadi  indikasi  utama

ketidakharmonisan  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  yang  disebabkan

perselisihan  dan  pertengkaran  karena  tidak  mungkin  Pemohon  dan  Termohon

berpisah  tempat  tinggal  jika  tidak  terjadi  pertengkaran  yang  sedemikian  rupa

sehingga  mengakibatkan  Pemohon  dan  Termohon  tidak  lagi  melaksanakan

kewajiban  masing-masing  sebagai  suami-isteri  atau  setidak-tidaknya  Pemohon

dan  atau  Termohon  sudah  tidak  lagi  merasakan  ketenteraman  dalam  rumah

tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan

kedua saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi

syarat  materil  sebagai  saksi  sebagaimana ketentuan Pasal  308 dan Pasal  309

R.Bg;

Fakta Hukum 

Menimbang  bahwa  berdasarkan  analisis  bukti  –bukti  Pemohon  diatas

ditemukan fakta – fakta  hukum  sebagai berikut :

 Pemohon  dan Termohon adalah suami isteri sah;
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 Pemohon   dan  Termohon  tinggal  bersama  di   KOTA  MATARAM

sebagaimana alamat di atas ,namun telah berpisah tempat tinggal  sejak 2021

hingga sekarang ( lebih dari 3 tahun ) ;

 Bahwa Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan sejak berpisah

tempat tinggal sampai sekarang;

 Bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

 Bahwa Pemohon  tetap akan bercerai dengan Termohon.

Petitum perceraian

Menimbang bahwa terhadap Petitum Permohonan Pemohon angka 2 yang

meminta agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan

talak  satu  roj’i  kepada  Termohon,  majelis  memberikan  pertimbangan  sebagai

berikut;

Menimbang bahwa dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39

ayat 2 disebutkan bahwa  Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan,

bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa alasan alasan sebagaimana tersebut  dalam pasal  39

ayat 2 Undang Undang  Nomor 1 Tahu 1974 tentang perkawinan lebih diperjelas

oleh pasal pasal 19  Peraturan Pemerintah Nomor No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116

huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana disebutkan

dalam pasal 19  Peraturan Pemerintah Nomor No.9 tahun 1975 adalah   bahwa

Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa apakah kondisi rumah tangga Penggugat Tergugat telah

memenuhi  alasan  alasan  percearain  sebagaimana  disebutkan  dalam pasal  19

Huruf f Peraturan Pemerintah  Nomor 9 tahun 1975 tersebut ?

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami  retak ( broken

mariage ) ditandai dengan pisah tempat tinggal sampai sekarang, maka majelis

berpandangan  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  mungkin
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dipertahankan lagi;  sehingga majelis berpaandangan bahwa alasan alasan untuk

melakukan percerain telah terpenuhi;  

Menimbang  bahwa  fakta  –  fakta  hukum  diatas  telah  memenuhi  norma

hukum Islam yaitu:

1. Al-Baqarah ayat 227

Artinya  :  “Dan  jika  mereka  beraazam  (bertetap  hati  )  untuk  thalak  maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

1. Al-Baqarah ayat 229

Artinya  :  “Talak  (yang  dapat  dirujuki)  dua  kali.  setelah  itu  boleh  rujuk  lagi

dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.” 

Menimbang bahwa atas dasar fakta hukum dan pertimbangan tersebut,

Majelis hakim berpendapat rumah tangga pemohon dan termohon benar –benar

telah pecah ( Break Down marriage ) dengan demikian rumah tangga Pemohon

dan termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak  ada harapan  untuk  hidup  rukun  lagi

dalam rumah tangga Pemohon dan termohon ,sehingga  telah  memenuhi norma

penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun

2019  tentang  Perubahan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan jo. Pasal 19  huruf (f)  Peraturan Pemerintah  Nomor 9 Tahun 1975, jo.

Pasal 116  huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan

Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  sebagai  Pedoman  Pelaksanaan

Tugas (vide hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 angka 4);  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan

Pemohon mengenai izin talak raj’i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum
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Islam,  dengan  demikian  petitum  Pemohon  pada  angka  2  dalam  surat

permohonannya harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk

menjatuhkan  talak  satu  raj’I  terhadap  Termohon  dihadapan  sidang  Pengadilan

Agama Mataram;

        Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh

orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang

sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa

tidak  hadirnya  tersebut  disebabkan  oleh  sesuatu  alasan  yang  sah  sehingga

ketidakhadiran  Termohon  tersebut  mengakibatkan  tidak  dapatnya  didengar

keterangannya atau setidak-tidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka

berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW

dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai

pendapat Majelis: 

ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم إلى دعي من

له حق ل

Artinya:“Barangsiapa  yang  dipanggil  oleh  Hakim  Islam  untuk  menghadap  di

persidangan,  sedangkan  ia  tidak  memenuhi  panggilan  itu,  maka  ia

termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

(  والحكم والبينة الدعوى سماع جاعز لتواريه إحضاره تعذر وان) ١٤٩-٢-النوار

 عليه

    

Artinya : “ Bila Termohon/Termohon  berhalangan hadir karena bersembunyi atau

enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta

boleh pula menetapkan hukum atasnya ” ;
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maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan

hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

        Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut

diatas .maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama,  biaya

perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan  pasal-pasal  dari  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan 

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek; 

3. Memberi izin kepada  Pemohon (  PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak

satu  raj’i  terhadap  Termohon  (  TERMOHON  )  di  depan  sidang  Pengadilan

Agama Mataram;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.345.000 ( tiga

ratus empat puluh lima  ribu rupiah );.

Demikian  putusan  ini  dijatuhkan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim

Pengadilan Agama Mataram pada hari  Rabu  tanggal  7 Pebruari  2024 Masehi

bertepatan dengan tanggal  27 Rajab 1445 Hijriyah oleh  Muhamad Rizki,  S.H.

sebagai Ketua Majelis,  Dra. Hj. Kartini, S.H. dan Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu

juga dalam sidang terbuka untuk  umum oleh Ketua Majelis  didampingi  Hakim-
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Hakim  Anggota  tersebut  dan  dibantu  oleh  Denda  Farmawati,  S.H.  sebagai

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua  Majelis

Muhamad Rizki, S.H.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Kartini, S.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Denda Farmawati, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP
a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000,00
c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Panggilan : Rp. 200.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 345.000,00
 ( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) 
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